BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 1.A TAHUN 2014 TENTANG PEMANFAATAN DANA
PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KABUPATEN ACEH SINGKIL

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan Tenaga
medis, Paramedis dan Non medis, pemenuhan
operasional pelayanan kesehatan lainnya sehingga
menunjang peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit
Umum Daerah, perlu dilakukan Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1.A Tahun 2014
tentang Pemanfaatan Dana Pelayanan Kesehatan Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Aceh Singkil Nomor 1.A Tahun 2014 tentang
Pemanfaatan Dana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 7153);



10.

-0,

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6856);

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018
tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 874);

Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Aceh
Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua
Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun
2025 Nomor 302);



Menetapkan

.

11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1.A Tahun 2014
tentang Pemanfaatan Dana Pelayanan Kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil
(Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014
Nomor 1.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Aceh Singkil Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor
1.A Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Dana Pelayanan
Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Tahun 2018 Nomor 398);

12. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 22 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil sebagai unit
organisasi bersifat khusus (Berita Daerah Kabupaten
Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 631);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 1.A TAHUN
2014 TENTANG PEMANFAATAN DANA PELAYANAN
KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL.

Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Singkil
Nomor 1.A Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Dana
Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun
2014 Nomor 1l.a) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1.A
Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Dana Pelayanan
Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh
Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018
Nomor 398) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.

2. Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil yang
selanjutnya disingkat RSUD Aceh Singkil adalah
lembaga teknis daerah yang menyelenggarakan
pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna
yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat
jalan, dan gawat darurat.

3. Kepala RSUD Aceh Singkil adalah Direktur sebagai
unsur penyelenggara rumah sakit.

4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah
badan hukum yang dibentuk untuk
menyelenggarakan program jaminan kesehatan.



10.

11.

12.

13.

14.

15.
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Dana Pelayanan Kesehatan adalah dana yang
diterima oleh Rumah Sakit dari Retribusi Pelayanan
Kesehatan dan Jasa layanan kesehatan masyarakat
yang dananya bersumber dari hasil klaim kepada
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Jasa Medis/Pelayanan Kesehatan adalah jasa yang
dibayarkan atas biaya pelayanan kesehatan yang
telah dilakukan oleh Rumah Sakit meliputi biaya
untuk pemberi pelayanan dalam rangka observasi,
diagnosis, pengobatan, tindakan medis, perawatan,
konsultasi, visite, dan/atau pelayanan medis dan
non medis lainnya.

Biaya Operasional Pelayanan adalah biaya yang
dipergunakan untuk pelaksanaan operasional
pelayanan di Rumah Sakit yang mencakup
perbekalan farmasi, obat, bahan medis habis pakai
(BMHP), alat kesehatan, administrasi pelayanan
dan yang menunjang operasional pelayanan
lainnya.

Perbekalan farmasi adalah sediaan farmasi yang
terdiri dari obat, bahan obat, alat kesehatan,
reagensia, radio farmasi dan gas medis.

Obat adalah bahan, atau paduan bahan, termasuk
produk biologi yang digunakan untuk
mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi
atau keadaan patologi dalam rangka penetapan
diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan,
peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk
manusia.

Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) adalah bahan
atau alat kesehatan untuk pemakaian sekali atau
beberapa kali yang digunakan untuk mencegah,
mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan
penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan
kesehatan pada manusia dan/atau membentuk
struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin,
dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang
digunakan untuk mencegah, mendiagnosa,
menyembuhkan dan meringankan - penyakit,
merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan
pada manusia dan/atau membentuk struktur dan
memperbaiki fungsi tubuh.

Tenaga Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter
spesialis, dan dokter gigi spesialis di Rumah Sakit.
Tenaga Paramedis adalah perawat, bidan yang
memberikan pelayanan di Rumah Sakit.

Tenaga Non Medis adalah tenaga manajemen,
administrasi, tenaga penunjang medis dan
penunjang non medis di Rumah Sakit.

Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh
Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas
rumah sakit, bahan medik habis pakai yang
digunakan langsung dalam rangka observasi,
diagnosis, tindakan medik, tindakan keperawatan
dan rehabilitasi.



2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 3
Pemanfaatan Dana Pelayanan Kesehatan:
a. Dana yang bersumber dari klaim BPJS Kesehatan
terdiri dari:
1. Jasa medis/pelayanan kesehatan, maksimal
sebesar 44%; dan
2. Biaya operasional pelayanan minimal sebesar
56%.
b. Dana yang bersumber dari Retribusi Pelayanan
Kesehatan terdiri dari:
1. Jasa sarana; dan
2. Jasa medis/pelayanan kesehatan.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
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